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KOMISI  PEMILIHAN  UMUM
KABUPATEN  KEPULAUAN  SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI

BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM RABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

SEREETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang           :a.   bahwa     untuk     menciptakan     tertib     administrasi

pengelolaan   Bararig   Milik   Negara   Tahun   Anggaran
2026,   dipandang   perlu   menunjuk   Operator   Sistem
lnformasi  Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik  Negara

{SIMAK     BMN)     di     Lingfungan     Sekretariat     KPU
Kabupaten Kepulauan Selayar;

b.  bahwa     berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris     Komisi     Pemilihan     Umum     Kabupaten
Kepulauan    Selayar    tentang    Penunjukan    Operator
Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik
Negara  di  Lingkungan  Sekretariat  Komisi  Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026;

Mengingat           :    1.   Undang-Undang    Nomor    17    Tahun    2003    tentang
Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  2003  Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

2.  Undang-Undang    Nomor     1    Tahun    2004    tentang
Perbendaharaan   Negara   (Lembaran   Negara   Republik
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Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5  Tarnbahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3.  Undang-Undang    Nomor     7    Tahun     2017     tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2017  Nomor  182,  Tarnbahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor   6109)   sebagaimana  telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2023
tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti
Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas  Undang-Undang    Nomor  7  Tahun  2017  tentang
Pemilihan  Umum   menjadi  Undang-Undang (I+embaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6832);

4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2013  tentang
Tata   Cara   Pelaksanaan   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2013  Nomor  103,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5423),  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013  tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28
Tahun    2020    tentang    Perubahan    atas    Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang     Milik     Negara/Daerah     (Lembaran     Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  142, Talnbahan
I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;

6.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  83/PMK.06/2016
tentang   Tata   Cara   Pelaksanaan   Pemusnahan   dan
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Penghapusan    Barang   Milik   Negara    (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757};

7.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor  111/PMK.06/2016

tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemindah  tanganan
Barang Milik Negara  {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun  2016  Nomor   1018)  sebagaimana  telah  diubah
dengan      Peraturan      Menteri      Keuangan      Nomor
165/PMK.06/2021 tentang perubahan   atas   Peraturan
Menteri  Keuangan   Nomor   111/PMK.06/2016   tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun  2021
Nomor 1292);

8.  Peraturan Menteri Keuangan   nomor  173/PMK.06/2020
tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingfungan
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);

9.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor  153/PMK.06/2021
tentang  Perencanaan  Kebutuhan  Barang  Milik  Negara

{Berita Negara  Republik  Indonesia Tahun  2021  Nomor
1212);

10.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  40  Tahun  2024
tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Barang  Milik  Negara

q3erita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2024  Nomor
346);

11.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun
2019   tentang  Tata   Kerja   Komisi   Pemilihan   Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum    Kabupaten/Kota     (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun  2019  Nomor  320)  sebagaimana  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihari   Umum   Nomor    12   Tahun   2023   tentang
Perubahan   Kelima  atas   Peraturan   Komisi   Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keria Komisi
Pemilihan  Umum,   Komisi  Pemilihan  Umum  Fhovinsi,
dan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
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12.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi,  dan Tata Kelja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan  Umum,  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi,   dan   Sekretariat   Komisi   Pemilihari   Umum
Kabupaten/Kota   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2020  Nomor   1236  Nomor   1236)   sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  dengan
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  21  Tahun
2023  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keria Sekretariat
Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Komisi
Pemilihan   Umum   Provinsi,   dan   Sekretariat   Komisi
Pemilihan    Umum    Kabupaten/Kota    (berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSRAN   :

Menetapkan        :   KEPUTUSAN   SEKRETARIS   KOMISI   PEMILIHAN   UMUM

KAB U PATE N          KE PU LAUAN          S ELAYAR         TENTAN G

PENUNJURAN         O PERATO R         SI STEM         INF`ORMASI

MANAJEMEN   AKUNTANSI   BARANG   MILIK   NEGARA   DI

LINGKUNGAN  SEKRETARIAT  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026.

KESATU              :   Menunjuk dan menetapkan nana yang tersebut di bawah
ini    sebagai    Operator    Sistem    lnformasi    Manajemen
Akuntarisi Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat
Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Kepulauan  Selayar
Tahun 2026 sebagai berikut:
Nama
NIP

Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan

: Nur Since N

:  198105162012122001

: Pengatur Tingkat I/IId
: Staf Pelaksana Subbagian
Keuangan, Umum dan Logistik
Sekretariat KPU Kabupaten
Kepulauan Selayar
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KEDUA

KETIGA

:   Tugas   Pokok   Operator   barang   Milik   Negara   Komisi
Pemilihan  Umum  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Tahun
2026 adalah:
1.   Melakukan  Inventarisasi  pengadaan  barang  Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
2.   Melakukan koreksi/perubahan apabila diperlukan;
3.   Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan SAKPA;
4.   Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL;
5.   Menyusun  laporan  BMN/Persediaan  beserta ADK ke

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah

(UAPPB-W) , setiap Semester/Tahun;
6.   Melakukan   Stock   Opname   untuk   persediaan   dan

Inventarisasi Asset, setiap Semester/Tahun;
7.   Mengelola Barang Milik Negara melalui aplikasi Sistem

lnformasi  Manajemen  Barang  Milik  Negara  (SIMAK
BMN);

8.   Melakukan  tugas-tugas  lain  yang  diperlukan  dalam

pengelolaan  Barang  Milik  Negara  untuk  keperluan
Komisi   Pemilihan   Umum   Kab.Kepulauan   Selayar
dengan   berpedoman   pada   ketentuan   perundang-
undangan yang berlaku.

:   Keputusan  ini  disampaikan  kepada yang  bersangkutan
untuk diketahui  dan  dilaksanakan  dengan  penuh rasa
tanggungjawab.

KEEMPAT              :   Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

RABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
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